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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUFATI SITUBONDO
NOMOR & TAHUN 2010

TENTANG

BESARAN [JANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTATI KABUPATEN SITUBONIM} TAHLIN ANGGCARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI SITUBONDA,

hehwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penpelolaan Kewmysan
Dacrah schagaimana telah diubah dengan Peratwran Permeriniah Numor 59
Tahun 2007 temang Perubahan Asas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomeor 13 Tahun 2006 tendang Podoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menefapkan Hesaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja
Peranpgkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati ;

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1950 temtang Pembentukan Pacrah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( T.embarn
Negara Republik  Indonesin Tahun 1950 Nomeor 19, Tambahan
| embarun Negara Republik Indonesia Nomwr 9 dan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) ;

Undang-1fndang Nomor 2% I'shun 1999 tentang Penyelenggaraan Negaa
vang Bersih dan Bebas dun Konups, Kolwl dan Mepolisme
{Lembaran Negara Repuhtik Indonesia Tahum 1999 Momer 75, Tambcshan
Lembaran Megara Repuldik Indonesia Mo 3851 )

Undang-Undang Momor 17 Tabun 2003 tenptang Keuanhgan Nogara
(Lembatan Negara Repubiik [ndonesia Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan
Lembaran Negara fepublik Indooesia Nomer 4286 ) ;

Undang-Undang Nomsw 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharasn Negara
{I emharan Negara Bepublik Indonasia Tahun 204 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undanp-Umndang Nomor 10 Tahun 2004 wmtang Pembentukan Peraluran
Penmidang-undanpgan (T.embaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 53, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonegia Nomor 4389 ;
Undang-Uindang MNomew 15 Tabun 2004  tentang Pemeriksaon
Pengelolaan dan Tanpgpung Jawab Kcuanpan Negara ( Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 66, Tambahan Lembaran
Mcpara Republik Indoncsia Nomor 4HK) } ;

Undang Undang Nomor 25 Talm 2004 lentay Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lerabaran Megam Republik Todonesia Tabun 2004
Nomor 104, Tambahan Tembaran Negara Republik Indoresia Momor 4421);



8. Undang—{indang Nomar 32 Taum 2004 temtang "emerintafan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembuhan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4437) sebagaimana telah
diubah dengar Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008 tsntang Peruhahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahwan 2004 tcntang Pemerintahan
Deerah (Lembaran Negama Ropublik Indonesta Tabus 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

9. {Indang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang I'erimbaoygan Kevangun
antara Pemeriniahan Pusat denymn Pemerintah Daerah (Lembarm
Megara Republik Indonesie Tabun 2004 Momor 124, Tambahan
Limbaran Megara Republik Indonesia Momor 4438} |

1¢. Peraturan Pemerimiah N-omor 28 ‘Iahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Tempat Kedodukan Pemenintah Dacrah Panaruken {(Lembaran
MNegara Republik Tndonesia Tabun 1972 Momor 38) ;

11. Peratusan Pemenntah Momor 24 Tahun 2005 wemang Standar Akumiansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafun 2005 Nomor
49, Tambahan 1 embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4503) ;

12. Perabwran Pemerintah Momar 55 Tabon 2005 tentang Dana Perimbangmm
{[.embaram Negara Republik Indoncsia Tabun 2003 Nomer 137, ‘Tambaban
[ ambaran Negara Republik Indonesis Nomnoe 4575) ;

13. Peraturan emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tootang Pengelolaan
Keuangan Daerah {lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembacm Negara Republik  Indonesia
Nomaor 4578);

14. Peraturan Pemerimtab Momor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuengan Dacrah (Eembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambshan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4583) ;

L5, Perpturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Iembinaan dan Pcngawasan Penyelenggarasm Pemerintah  Daerah
(Lembaran Ncgara HKepublik Indonesia Tabhun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomuor 4593 ) ;

16. Peratucan  Pemerintah Nomor £ Tahun 2006 {testang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah ( Lenbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4614 )

L7. Peraturan Pemermtah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemenntahun Duemuh kepada DPRD, dan Informaasy
Laporan Penyelengparaan Pemerintahan Dasrah kepada Masyamkat
{Lenbaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
‘Tambahan Eembaren Nepara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

1. Peraniran Pomerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Lnuesan
Pemerintaban antara Pemerintah, Pomerintahan Dacrabh Propinsi, dan
Pemerintahan Daemh Kabupalen/Kola (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahun Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4737} ;

19. Peraturan Pemerintzh Nomor 39 Tihun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Megara/Uaerah {Lembaran Negara Republilh Indopesia Tahun 207
Nomor 83, Tumbaban Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4738)

e



Meoetapkan

20. Peraturan Menteri Dralam Neperi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kewingan eeeah sebougaimana telah  diubeh  dengan
Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 59 Tabun 2007 tentang
Perubahan atas Peramran Menter Dialam Negerl Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah ;

21, Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 53 Tahuan 2008 tentang Tata
Car Pematausshasn dan Paoyuwsuman Laporan  Pertangpgungjawaban
Bendahara serta Menyampaiannya ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Angegaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
Tahun Anggaran 207063

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tabhun 2006 tentang
Bencana Pembanyunan Juogks Meneogah Daernh (EPIMD] Eabupaten
Situhonda Tahtm 2006 — 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbonds,
Seri A Nemor 1) scbapaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Situbonde Memer (4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Situboardo Nomor 1 Tabun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatan
Situbondo Tabun 206-2010 (T.embaran MNeerah Kabupaten Situbondo
Tebwn 2009 Nomaor (4} 5

24, Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2003 tentanp
Urisan Pemerintah Dacrah Kabupatcn Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Numaor 2) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Simbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Kreumngan Dacrab (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) ;

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Sitvbondo Nomor 02 Tahun 2014 tentanys
Anggaran Peondapatan dan  Belanjs Daersh (APBD}  Kabupaten
Silwbondon Talum Anggaran 2010 (l.embaran Daerah Kabupaten
Situbondn Tahun 2010 MNomaor 02}

27. Peraturan Bupat Situbonido Nomor — “T'ahun 2010 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesh (APBD) Kabupaten
Sitbondo Tabun Angearan 2010,

MEMUTLUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESANAN UANG PERSEDIAAN
(UP) FADA SATUAN KERIJA PERANCKAT DAERAH (SKPD) M

LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  SITUBONDO
TAHUN ANGCARAN 1010,

Pasal 1

Besaran Ulang Persediaan (L/P) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Linglunpgan Pernerintah Kabwpaten Situbonde Tahun Anggaran

2010 scbagaimana torsebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yvang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupatt ini.

Fasal 2

Uang Persediaan (UP) sehapaimana dimakaud dalan Pasal 1 diperpunakan
untuk membiayai beberapa kegatan yang tonmuet dalam  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkatl Daerah (DPA SKPD) Tahun
Angparan 2010,




Pasal 3

Pengisian kembali [Jang Persediaan (UP) dapat dilakukan dengan
mengajukan Surat Permintasn Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP
(1)) setelah uang persediann sebelumnya dipe rtanggunyjawabkan.

Pasal 4

(1} Bendahara Penpeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang
persediaan yany dikelolanya kepada Bendabara Pengeluaran Pembantu
SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan,

{2) Petimpahan sebagaimans terschat pada ayat (1) dilakukan berdasarikan
perseijuan pengmina angearan
Pasal §

Pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai akhie tahun snggaran 2010,
benduhars pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Porsedisan Satuan
Kerja Paranghat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergimakan ke Rekening
Kas Umum Daergh.

Pasal 6
Pergturan Bupati ini mulai berlake pada tanpgal diundangkan.

Agar sciiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pereturen Bupati ini demgas  penempetannys dalam Berita  Dacrah
Kabupaten Situbondo.

Ditetepkan di Sit

Diundangkan di Situbondo
pacatanggal [| , i D4,

+ SEKRETARIS DAERAH
W ABUPATEN SITUBONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITURDNIN TAHUN 2010 NOMOR O]



